Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN NIAS BARAT

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran
2021 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja Pemerintah
Kabupaten Nias Barat, perlu membuat Standar Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nias Barat tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4930);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atau Undang-
Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kamampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat
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Tahun 2012 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 15);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor
33);

Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat
(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor
1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor
1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 3);

Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor
38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2020 Nomor 6);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias
Barat.

2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.

3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias
Barat.

4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjtnya disebut RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
PD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

5. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan
berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari
Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan
daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan

BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

HSPK Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021
berlaku umum bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Barat, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan
Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak
terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Standar HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
merupakan salah satu pedoman dalam RKA PD Tahun

Anggaran 2021 untuk Penyusunan dan Pelaksanan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.
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Pasal 4

Standar HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal

3 adalah :

a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non
fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang,
harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen
penyusunannya.

b. Acuan dalam penyusunan RKA dan Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan (DPA) PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
Barat.

c. Standar HSPK tertinggi yang dapat dinegosiasikan kembali
untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi
Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

d. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas
tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam
pelaksanaanya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.

e. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

f. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya
Perencanaan dan perhitungan satuan pokok pekerjaan.

g. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate
(HPS/OE).

h. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga
penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam
analisa pekepekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di
pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan
bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey
dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi
barang/jasa tersebut.

(2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan
dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari
harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan
dalam pelaksaaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan
upah dan bahan yang berlaku di pasaran.
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BAB 111

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Nias Barat ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati Nias Barat ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 21 Desember 2020

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI NIAS BARAT,
ttd.

FADUHUSI DAELY

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 65.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

ADIEL1 HULU, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19740808 201001 1 008
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